SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
PimpimndanAngotaDcwanPerwa]dhnRakyatDacmh
Kabupaten Barito Selatan dalam melaksanakan fungsi
Pembentukan Peraturan Daerah, pengawasan dan
anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan
administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, diperlukan uraian secara lebih
rinci dalam melaksanakan aturan tersebut;

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Rakyat Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor
9) scbagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
\ epublik Indonesia Nomor 1820);
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendghaman Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

2 Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Neymkepubliklndoﬁeﬁaﬂomorml);

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
‘beberapa kali diubah terakhir dengan
‘Tahun 2011
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
( Lembaran Dacrah Kabupaten Barito selatan Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 6 ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
.‘ Barito Selatan.

2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, yang selanjutnya
‘disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
DmmhhbuMnBanmSehtansehlmm
Pawaknlankakyatomhxabupatenmm
yangberkedudukansebagmmm )

pemenntahandacrah
" 4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang
- memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD

Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan ketentuan
pmhmnperundang-undmn,

5. Anmom DPRD adalnhpe)abatdacmhyang memegang
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10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan
kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan
kepada 1 (satu) orang istri/suami yang sah dan 2
(dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan
Perwakilan

kepada Pimpinan dan Anggota Dewan
Rakyat Dacrah dalam menghadm dan mengikuti

rapat-rapat dinas.

13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena
kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

diberikan setiap
DPRD yang duduk dalam badan musya’
badan anggaran, badan pembentukan perda badan

kehormatan, atau alat kclengkapan lam

15. Tunjangan alat
yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dqn.
Anggota DPRD yang duduk dalam Badan
Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan
Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan
atau alat kelengkapan lain yang diberikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

b 16. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah
) e s D dan Anggota D%mm,p
peningkatan
P Anggota DPRD. kinerja  Pimpinan dan

17. 'mqfanpn kesejahteraan adalah mnjangan yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota
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2.Wakil Ketua sebesar Rp 168.000 ( Seratus Enam
Puluh Delapan Ribu Rupiah );
ratus Lima Puluh

3.Anggota sebesar Rp 157.500 ( Se
Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah );

e. tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD
diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima
persen) dari uang representasi yang bersangkutan

yaitu :

1. Ketua sebesar Rp 3.045.000 ( Tiga Juta Empat Puluh
Lima Ribu Rupiah );

2. Wakil Ketua sebesar Rp 2.436.009 ( Dua Juta Empat
Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah );

3. Anggota sebesar Rp 2.283.750 ( Dua Juta Dua Ratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh
Rupiah ).

® f. tunjangan alat kel

kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan : |

1. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima pcrsen)dm
tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu scbesar
Rp. 228.375 ( Dua Ratus pua Puluh Delapan Ribu
Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah );

2. Wakil Ketua, sebesar 5% (lima persen) darl
tunjangan jabatan ketua DPRD yaitu sebesar
Rp. 152.250; ( Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua
Ratus Lima Puluh Rupiah );
jabatan ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 121.800
( Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus

. Rupiah); |

4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) darl jangs
jabatan ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 91.350.

( Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh

ikasi intensif Pimpinan dan Anggota
10.500.000
u Rupiah ).
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(2) Standar satuan harga pakaian sebagaimana dimaksud
ayat (1) paling banyak sebagai berikut:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 (satu) tahun, dengan harga.satuan yaitu
sebesar Rp. 2.000.000 ( Dua Juta Rupiah );

b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang
dalam 1 (satu) tahun, dengan harga satuan yaitu
sebesar Rp. 3.000.000 ( Tiga Juta Rupizah );

¢. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang
dalam 5 (lima) tahun, dcngaq harga 9atuan yaitu
sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta rupiah );
. 3 ; - - 1
d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan ]
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga
satuan yaitu sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah ); dan
c. pakaianyangberciﬁkankhasdaerahdisediahnl
(satu) pasang dalam 1 (satu) tahun, dengan harga
. satuan yaitu sebesar Rp. 1.500.000 ( Satu Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah ).

(3) Penyediaan Atribut  Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar-besarnya Rp. 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah )
setiap orang diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

(4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam
Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut
diberikan scbagaimana ketentuan ayat (1) sampai
dengan ayat (3). '
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(4) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan .-
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan a :.,_.‘,,.f@f' o

i ! tidak  dapat disewabelﬂmn. digunat
o
l_“_l g (5) Dalam hal Pemenntah Kabupamen belum d’apatf =

Punpman dan Anggota DPRD

bWMKmMRp?.OOOOOO (m Ju
Rnpnah). - _‘,.
-- ameGSOOOOO‘m‘ ita. Lima

Scanned by CamScanner



RxIv o 4 pa

1 H‘ 4] s s )
‘&’%‘ R ) i i:"

NS :"\_ :".vnov’vn"'b..t:ﬁthfm' o

Scanned by CamScanner



Scanned by CamScanner



(5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD dibcrhenti_kan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa

pengabdian.
BAB V
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Kesatu
Belanja Kegiatan
Pasal 12

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD berupa:

a. program, yang terdiri atas:
penyelenggaraan rapat;
kunjungan kerja;
pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
peningkatan  kapasitas dan  profesionalisme
sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan
dan kemasyarakatan; dan / atau
6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD,
b. dana operasional Pimpinan DPRD;
¢. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
¢. belanja sekretariat fraksi.

PON =~

(2) Belanja pcnunjang kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan  sesuai dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua
Program
Pasal 13

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Bagian Ketiga
Dana Operasional
Pasal 14

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diberikan
setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua
DPRD sebesar :

a. Ketua, paling banyak 4 (empat) kali uang
representasi Ketua DPRD  yaitu sebesar
Rp. 8.400.000; dan

b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma linjla)
kali uang representasi Wakil Ketua DPRD yaitu
sebesar Rp. 4.200.000.

(2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan
ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara
sekaligus untuk semua biaya atau disebut
lumpsum; dan

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan
dana operasional lainnya.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah
pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud
pada Pasal 14 tidak digunakan sampai dengan akhir
tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke
rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 16

Pclakganaan dan pertanggungjawaban dana operasional
xsuax ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
rlaku.

cxnwssavc s B AWMEY M1 . AN 00 IEEEEE—

Bagian Keempat
Kelompok Pakar atau Tim Ahli
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 17

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
adalah sescorang atau lebih, pakar atau ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai
dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang D?RD yang tercermin dalam alat kelengkapan
DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota,

pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD,
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Pasal 18

(1) Kelompok pakar atau tim ahli pada alat kelengkapan
DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat
kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan
Sckretaris  DPRD  sesuat  dengan  kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan
fasilitas lainnya sesuai kemampuan daerah.

(4) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan
DPRD perbulan sebesar Rp. 4.000.000 ( empat juta
rupiah ),

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kelompok
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD disediakan
biaya perjalanan dinas yang dipersamakan dengan
Pejabat Eselon 111,

Bagian Kelima
Tenaga Ahli Fraksi
Pasal 19
(1) Tenaga ahli fraksi merupakan tena i
enag ga ahli
' disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi y::ﬁ

mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu
yang mcn.dukung tugas fraksi serta diberikan
kqmgensa:x'dcn.gan memperhatikan standar keahlian
pnnsip elisiensi, dan sesuai den kemam .
keuangan daerah. <L i

(Q)Tcnagaahlifmkaiseba@imnadimaksud da ayat (1
dxangkat dan diberhentikan dengan pakep?t;sgx!
sekretaris DPRD  sesuai  ketentuan peraturan
perundang-undangan

(3) Tenaga Ahli Fraksi mendapatkan kom i

; pensasi beru
honorarium sebesar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lug:
Ratus Ribu Rupiah ).

R rids ljv
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Bagian Keenam
Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 20
(1) Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran
sckretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan
sesual dengan kemampuan keuangan daerah
(2) Belanja  sekretariat fraksi  terdiri atas penyediaan

sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

. Pasal 21

(1) Penghasilan, tunjangan kescjahteraan, uang jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran
belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana
kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam Jjenis
belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada

:}gg D( 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan ( Berita Daerah
Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 52 )
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,
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